IMPLEMENTASI MUSRENBANG PERSPEKTIF
EFFECTIVE GOVERNANCE 
(Studi Kasus Musrenbang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan)

Haniah Hanafie
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
haniah.hanafie@uinjkt.ac.id

ABSTRAK. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tahun 2015 yang dibiayai oleh Puslitpen LP2M-UIN Jakarta. Penelitian ini bertujuan melihat keefektifan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Tiga elemen dari teori Effective Governance, yaitu: 1). Pengukuran Kinerja, 2). Akuntabilitas Publik dan 3). Partisipasi publik digunakan sebagai pisau analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah   pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data melalui Wawancara, telaah dokumentasi dan obsevasi. Deskriptif analisis digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian dari sisi pengukuran kinerja, belum dapat dikatakan bagus, karean Pemerintah Kota belum memiliki perencanaan strategis sebagai rujukan standar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil Musrenbang dapat berpindah lokasi atau gagal. Dari sisi akuntabilitas publik, Musrenbang di Kota Tangsel belum memiliki  regulasi yang tegas dan jelas serta koordinasi yang kuat, sehingga secara operasional, akuntabilitas dapat diwujudkan. Idealnya, akuntabilitas yang diberikan adalah akuntabilitas birokrasi, sebagaimana dikemukakan Callahan (2007) yang menekankan kontrol melalui peraturan dan regulasi yang tegas dan jelas. Sedangkan dari sisi partisipasi pubik,  seharusnya Pemerintahan Kota Tangsel memposisikan pelaku kebijakan dan masyarakat setara, sebagaimana terdapat dalam   Model Penduduk sebagai Pemilih – Administrator sebagai Implementor (Callahan, 2007). Model ini menunjukkan masyarakat akan dilibatkan menentukan pilihannya, sedangkan pelaku kebijakan akan melaksanakan apa yang dipilih oleh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilihnya. 
Kata kunci: Musrenbang, effective governance, Kinerja, Akuntabilitas dan Partisipasi publik.

ABSTRACT. This paper is based on research in 2015. This study on  the implementation of  Musrenbang (Development Plan Meeting) in District Pamulang, South Tangerang City. Theory of Effective Governance and development planning, were used as a tool of analysis in this study. Previous studies used as a foothold in the study of literature. Qualitative research is an approach in this study. Interviews, review of documentation and observation used as a technique in data collection. Data were descriptive analyzed and using data processing procedures set forth McNabb (2002: 297). The results showed that, in terms of performance measurement (Callahan, 2007), South Tangerang City government seems have strategic planning yet, as a standard reference in the development implementation. Public accountability perspective (Callahan, 2007), the implementation of Musrenbang in South Tangerang City requires strict regulations and clear and strong coordination, so that at the operational level, accountability can be realized. In terms of public participation, ideally South Tangerang City Government public positioning as Voters - Local Government (administrator)  as Implementor (Callahan, 2007). Administrator has a responsibility to public by good accountability providing, showing its performance.
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LATAR BELAKANG
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah forum musyawarah yang digunakan sebagai wadah penyusunan rencana pembangunan Nasional, baik di Pusat maupun Daerah ( UU No. 25 Tahun 2004, pasal 1: 6). Pelaksanaan pembangunan Nasional bersifat demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan Nasional. (UU No. 25 Tahun 2004, Pasal 2 : 7). Di dalam prakteknya, forum Musrenbang memiliki kelemahan, sehingga efektifitas Musrenbang dipertanyakan. 
Musrenbang dianggap bersifat seremonial, karena  dianggap kegiatan rutinitas, sehingga keterlibatan  masyarakat dalam Musrenbang tidak mendapat perhatian serius. Metode Musrenbang bersifat formal. Metode penyerapan informasi hanya menggunakan teknik-teknik pertemuan formal, sehingga daya serapnya dianggap belum efektif.  Seharusnya  dapat dilakukan dengan  cara  Forum Group Discussion (FGD), seminar, observasi, dialog dan lain sebagainya. Metode penyerapan informasi /aspirasi hanya melalui sistem perwakilan. Masyarakat yang hadir hanya mewakili kelompok tertentu,  kroni kepala daerah setempat, atau hanya mewakili dirinya sendiri. Kehadiran individu-individu yang bersifat nepotisme, tidak dapat diharapkan memberikan informasi yang sebenarnya 

(real), tidak mampu bersikap kritis dan tidak mampu menumbuhkan dinamika komunikasi (dialog) yang ideal, sehingga  belum tentu representatif untuk memahami kebutuhan/keinginan masyarakat.
 Hasil Musrenbang belum tentu direalisasikan. Setelah proses panjang yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggali, menyerap dan menampung serta memahami aspirasi-aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, ternyata Pemerintah  daerah dan DPRD belum menjamin bahwa seluruh usulan masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBD (Sobari , 2007). Hal ini membuat masyarakat menjadi apatis dan menganggap bahwa Musrenbang hanya sebagai formalitas belaka. Apatisme masyarakat dapat mempengaruhi  kualitas Musrenbang, baik dari segi proses, maupun implementasi.  
Musrenbang Kota Tangsel menarik untuk diteliti, karena Kota Tangsel adalah salah satu kota yang baru berdiri (2008), masih kental dengan Nepotisme-terdapat dinasti CIPASERA, selain Dinasti Keluarga Atut dan komitmen pimpinan masih rendah. Sedangkan salah satu faktor pendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah komitmen pimpinan. 
Dengan demikian, sangat tidak mungkin memperoleh pemerintahan yang efektif  apabila implementasi Musrenbang tidak efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat Implementasi Musrenbang di Kecamatan Pamulang Tangsel Perspektif Effective Governance.   




TINJAUAN PUSTAKA

Effective Governance 
Istilah Efektif  (Effective) atau keefektifan adalah  terkait dengan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu kegiatan  tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya (Siagian, 1981:151).
Istilah Effective Governance  diartikan sebagai tatakelola lembaga atau organisasi pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada  masyarakat atau warga negara dengan kapasitas yang dimilikinya. Dalam pemberian pelayanan tersebut, pemerintah  menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada : Akuntabilitas, stabilitas politik tanpa kekerasan, keefektifan, membuat regulasi dengan baik, penegakkan hukum, mencegah korupsi (The Worldwide Governance Indicators (WGI) project IMF, 1996-2011).
Selain itu, Effective Governance juga mencerminkan beberapa hal berikut ini (Rowland B.F.Pasaribu, 2013 dalam artikel Tatakelola Pemerintahan diakses dari http://internalaudit.com ): 1). Pemberian pelayanan publik yang baik, 2). Stabilitas politik, 3). Perumusan dan penerapan kebijakan yang tepat,  4). Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan. 
Collin (1986: 6-9)  mengemukakan sembilan (9) langkah menuju Effective governance, yaitu: 1). Memiliki pejabat atau pegawai yang benar, 2). Menetapkan dan menyetujui aturan main (adanya regulasi), 3). Mendukung pimpinan, 4). Menyiapkan kepemimpinan yang strategis, 5). Membuat setiap pertemuan organisasi menjadi penting,  6). Konsisten dalam menegakkan aturan, 7). Memiliki Rencana kerja, 8). Mengadakan review (evaluasi) kinerja secara regular, 9). Menetapkan tujuan secara umum. 
Poin nomor tujuh yang dikemukakan Collin, tampaknya sama dengan salah satu elemen  Effective governance yang dikemukakan Callahan (2007). Effective governance  yang dikemukakan Callahan,  dilihat sebagai upaya untuk menggali hubungan (keterkaitan) antara kinerja pemerintah, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Ketiga elemen ini dianggap memiliki hubungan dan diasumsikan bahwa semakin besar akuntabilitas akan mengarah pada kinerja yang lebih baik dan semakin terlibatnya publik dalam proses governance. Selain itu, kinerja pemerintah semakin dapat diukur dan hasilnya dapat terjamin, maka akuntabilitasnya akan semakin tercapai.
Berikut ini, penjelasan pengukuran kinerja, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan Callahan (2007) sebagai elemen effective governance: 
a). Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dalam effective governance menurut Callahan adalah konsep sentral dalam administrasi publik yang terus menerus diperbaharui, seiring dengan  semakin berubahnya cara pemberian pelayanan di lembaga non profit dan sektor bisnis. 
Pengukuran kinerja dilakukan untuk sebagai management tool  untuk menghasilkan kinerja organisasi yang lebih reliabel, obyektif, relevan dan dapat diinformasikan secara berkala. 
Sektor publik seringkali lebih sulit diukur karena tidak memiliki standar kinerja sehingga tidak ada batas dasar. Oleh karenanya diperlukan indikator kinerja yang baik sehingga pelaku kebijakan dapat menjaga track organisasi dalam memberikan jasa. Perencanaan ukuran kinerja harus dirancang baik dan diimplementasikan sehingga memiliki pengaruh terhadap perilaku dan keputusan yang memperbaiki kinerja organisasi.
Menurut Callahan (2007) pengukuran kinerja harus dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk:1). Pemantauan dan Pelaporan, 2). Membuat Rencana Strategis, 3). Pengendalian (controlling), 4). Penganggaran,  5). Komunikasi, 6). Motivasi, 7). Promosi, 8). Perayaan Hasil, 9). Pembelajaran, 10).Perbaikan.
 
b). Akuntabilitas Sektor Publik
Akuntabilitas didefinisikan sebagai kepatuhan secara yakin terhadap hukum, terhadap atasan dan terhadap standar efisiensi dan ekonomi (Fesler dan Kettl dalam Callahan, 2007). Selain itu, akuntabilitas secara fundamental diartikan sebagai kemampuan menjawab kinerja yang diharapkan (Romzek dan Ingraham dalam Callahan, 2007). Seringkali akuntabilitas disinonimkan dengan etika, tanggung jawab (responsibility) atau kewajiban (obligation). Meskipun begitu, yang terpenting menurut Callahan (2007) akuntabilitas khususnya dalam melindungi kepentingan publik dan menjamin kepercayaan publik diartikan sebagai jaminan bahwa administrator publik akan menggunakan pilihan etis yang menjaga nilai-nilai demokratis.
Romzek dan Dubnick dalam Callahan (2007) mengembangkan kerangka konseptual tentang akuntabilitas sektor publik, yaitu: a). akuntabilitas birokratis, b). akuntabilitas legal, c). akuntabilitas profesional, dan d). akuntabilitas politis. 

c). Partisipasi Publik
Perlunya publik dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melahirkan dilemma. Semakin terbukanya proses pengambilan keputusan, maka semakin memperlambat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan semakin tertutup proses pengambilan keputusan, maka semakin tinggi ketidakpercayaan publik terhadap pengambil keputusan.
Untuk mendapat gambaran bagaimana pengambilan keputusan dilakukan penguasa terkait dengan partisipasi publik, maka dapat dilihat dari hubungan administrator publik dengan peran masyarakat yang dikemukakan Callahan (2007, 185-187) berikut ini : 
1) Penduduk sebagai Subyek –Administrator sebagai Penguasa, 
Pemerintah berada dalam kontrol dan memegang kekuasaan absolut terhadap masyara asyarakat. Pola hubungan ini dapat ditemukan di kelompok militer ataupun penegakan hukum.
2) Penduduk sebagai Pemilih – Administrator sebagai Implementor
Model ini menggambarkan sebuah demokrasi perwakilan, pejabat dipilih dan diberi tanggungjawab, sehingga Administrator menjadi implementor kebijakan publik. 
3) Penduduk sebagai Klien, Administrator sebagai Ahli
Penduduk berperan sebagai klien atas para birokrat profesional yang ahli. Sebagai klien penduduk bergantung pada birokrasi penyediaan layanan sektor publik. 
4) Penduduk sebagai Pelanggan, Administrator sebagai Profesional/ Wirausaha.
Administrator mengadopsi sektor swasta yang cenderung menggunakan pendekatan customer centered.  Penduduk sebagai pelanggan memiliki pilihan dan berperan pasif seperti pelanggan dan administrator harus berperan responsif.
5) Penduduk sebagai Penduduk, Administrator sebagai Pelayan Publik.
Model ini menggambarkan New Public Service (NPS) dimana administrator melayani dan bertindak sebagai fasilitator daripada sebagai ahli maupun wirausaha. Interaksi penduduk bersifat aktif dan terlibat dalam menggali kebijakan dan pilihan program bersama dengan pemerintah yang melayaninya.

6) Penduduk sebagai Ko-produser, Administrator sebagai Ko-produser.
Penduduk dan administrator berkolaborasi satu dengan yang lain untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya lagi. Hubungan ko-produksi ini memperbaiki kepercayaan sekaligus kepercayaan diri di sektor publik dan masyarakat lebih mendukung pemerintah karena mereka terlibat.
7) Penduduk sebagai investor, Administrator sebagai Broker
Penduduk dianggap sebagai investor dan pemilik saham, dan administrator publik bertindak sebagai broker, bertanggungjawab menginvestasikan sebagai  perwakilan pemegang saham untuk memastikan pengembalian yang maksimal pada masyarakat. Hubungan ini kooperatif dan melahirkan kepentingan bersama, 
8) Penduduk sebagai Pemilik, Administrator sebagai Karyawan
Penduduk memiliki kontrol dan administrator menaati dan mematuhi  keputusan pemilik. Penduduk wajib memberikan peran aktif dalam pemberian pelayanan pemerintah. Pola hubungan ini dapat penuh dengan konflik, karena penduduk yang berada di kekuasaan dan adiministrator diharapkan bekerja memenuhi keinginan penduduk sebagai pemilik. 

Perencanaan Pembangunan
Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas sekeluruhan usaha sebagai sutau sistem  sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan (Inu Kencana, 1999 dalam Satries, 2011: 99). Fungsi perencanaan adalah untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan agar tercegah dari pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya (Satries, 2011: 99)

Musrenbang di laksanakan mulai dari tingkat  desa/kelurahan, hingga ke pemerintah daerah melalui forum-forum SKPD. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
Proses Musrenbang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan hasil (Kepmendagri No. No. 050-187/Kep/bangda/2007). Sasaran persiapan Musrenbang   yang harus dicapai, adalah: (1). Peserta telah diberitahu lebih awal, (2).Peserta telah menerima bahan yang akan dibahas dan (3). Informasi yang disajikan sesederhana mungkin. 
Sasaran pelaksanaan Musrenbang meliputi: 1). Terdapat kejelasan isu dan permasalahan yang strategis, prioritas program, ketersediaan pendanaan; 2). Adanya instrumen (format, checklist dan sebagainya). 3). Terdapat kelompok diskusi yang sesuai  dengan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. 4). Ketersediaan fasilitator. 5). Pengambilan keputusan yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat. 6). Keterwakilan stakeholders. 7). Keterlibatan aktif DPRD. 8). Nara sumber.
Hasil Musrenbang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Musrenbang  yaitu mendapatkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan stakeholders atas rancangan RKPD dan RENJA SKPD untuk diproses menjadi Rancangan Akhir RKPD dan selanjutnya menjadi dokumen final RKPD dan RENJA SKPD. 

Penelitian Terdahulu (Literatur Review)
Pengaturan tentang Musrenbang sejak tahun 2004 dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang.
Peningkatan Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah-Masih Sebatas instrumen (Wawan Sobari, 2007). Dalam analisis, Wawan Sobari melihat beberapa kelemahan dari pelaksanaan Musrenbang, yaitu antara lain adalah Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musrenbang hanya dilihat sebatas sebagai kontribusi masyarakat, bukan sebagai sebuah komprehensif mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan. Selain itu, Musrenbang hanya menggunakan teknik-teknik formal dan teknokratik serta mengandalkan metode perwakilan. Kajian literatur ini relevan dengan penelitian Implementasi Musrenbang Perspektif Effective Governance yang dilakukan dengan melihat aspek partisipasi publiknya. 
LSM Transparancy  International Indonesia pada tahun 2009 pernah mengadakan penelitian di tiga Kota, yaitu Kabupaten Bau-Bau, Kota Bandung dan Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para peserta forum Musrenbang adalah individu-individu  yang tidak mewakili kelompok-kelompok tertentu, tetapi justru hanya mewakili pribadinya dan mereka adalah kroni-kroni kepala daerah setempat. Hasil penelitian ini memberikan masukan yang berharga bagi penelitian Implementasi Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance, karena tepat dilakukan untuk melihat aspek partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan Musrenbang. 
Penelitian tentang “Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBN Melalui Pelaksanaan Musrenbang” oleh Wahyu Ishardinos Satries pada tahun 2010, menemukan bahwa pemahaman masyarakat Kota Bekasi terhadap forum Musrenbang pada umumnya sudah baik, tetapi belum komrehensif dan masih terbatas pada tataran formal semata sebagai kegiatan rutin tahunan, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasinya. Dengan demikian, terlihat bahwa pelaksanaan Musrenbang masih menyimpan masalah. Hal ini sangat relevan dengan penelitian Implementasi Musrenbang Perspektif Effective Governance dari aspek partisipasinya.   
Himawan Indrajat dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Kemiling yang ditulis pada 2012. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah , perlu pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat dimulai dari Musrenbang kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu, perlu pengawasan pelaksanaan Musrenbang oleh pemerintah kota  dan masyarakat. Hasil Penelitian Indrajat dan kawan-kawan sangat membantu dalam penelitian Implementasi Musrenbang Perspektif Effective Governance untuk  mengamati aspek kinerja dari pelaksanaan Musrenbang. 

Kerangka Berpikir 
                                                                                                         Permasalahan Musrenbang

· Bersifat seremonial
· Metode Musrenbang bersifat formal
· Metode   sistem perwakilan
· Belum tentu direalisasikan
· Nepotisme dan Komitmen pimpinan masih rendah di Kota Tangsel


                                                                                                  
     




Kinerja :                          Akuntabilitas :        Partisipasi
· Rencana strategis            - Akuntabilitas            Publik:
· Ada Laporan                      Birokratis              - Masyarakat
· Berbasis Anggaran                                           - Swasta
· Kontrol                                                               dilibatkan
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Gambar 1. Kerangka Berpikir


Metode Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel perspektif effective governance yang sulit diungkap oleh pendekatan kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2009: 5). 
Teknik Pengumpulan Data  yang digunakan dalam penelitian melalui  tiga cara, yaitu: a). Wawancara dengan  Key Informan yang berasal dari pengurus RW, pegawai kelurahan, kecamatan, pemkot dan SKPD, b). 2).  Dokumen-dokumen  tentang hasil Musrenbang, c). Observasi, dengan melihat hasil pelaksanaan Musrenbang yang telah direalisasikan. 
Teknik pengambilan sampel digunakan purposive. Sebanyak 10 orang yang berasal dijadikan sebagai key informan : 
· Masyarakat	: Pengurus RW sebanyak 2 orang.
· Kelurahan	: Sekretaris Lurah, Kasi Ekbang dan 2 orang staf  	
· Kecamatan	: Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan   
· Bappeda 	: Kasi Kesra Bappeda Kota Tangsel 
· Pemkot	: Kasi Kesra , Kantor Sekretariat.                             
Teknis analisis data secara deskriptif dengan menggunakan prosedur pengolahan data yang dikemukakan  McNabb (2002: 297) sebagai berikut : 


Gambar 3.1: A.Procedure for Data Analysis
Step 2
Generate Categories, themes and patterns
Step 3
Code the data
Step 1
Organize the data


Step 5
Search for alternative explantion
Step 4
Apply the ideas, themes and categories
Step 6
Write and present the report




HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pamulang 
Persiapan
Sebelum  pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, diadakan Pra Musrenbang di tingkat Kelurahan dengan mengundang RT-RT dan RW-RW. Mereka diminta mempersiapkan proposal untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Kota (Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Pamulang, 7 Agustus 2015 dan Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Benda, 24 September 2015). Namun tidak semua pengurus RT dan RW membuat tertulis, terdapat juga proposal yang tidak tertulis (by lisan). 
Setelah Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan, diadakan Musrenbang Kelurahan dengan mengumpulkan seluruh Pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kepemudaan serta Anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan tersebut. 
Dari sejumlah proposal yang masuk dari masyarakat, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : 
1). Ada Proposal  dan secara fisik permasalahannya terlihat.
2). Ada Proposal tetapi secara fisik permasalahannya tidak terlihat.
Setelah hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan, dibuat berita acaranya dan ditandatangani, akan dijadikan sebagai usulan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan. 

Pelaksanaan  
Semua proposal yang berasal dari Musrenbang Kelurahan, dijadikan materi bahasan dalam Musrenbang Kecamatan. 
Peserta Musrenbang Kecamatan Pamulang terdiri dari : 8 Kelurahan,  Pengurus/Perwakilan RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas kepemudaan, kepolisian, Perwakilan SKPD, Pemkot dan Bappeda serta  dari dewan juga diundang (Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan, Kecamatan Pamulang, 7 Agustus 2015). 
Narasumber berasal dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau BAPPEDA dan moderator dari kecamatan. Idealnya, narasumber bersifat independen dan kompeten.  
Materi-materi usulan, dibahas dalam kelompok-kelompok. Setelah dirangkum bersama, dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh Tim Penyelenggara Musrenbang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota. 
Perumusan hasil Musrenbang Kecamatan,  dimasukkan ke Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), yaitu Dinas, Badan dan Lembaga. Usulan dibahas dalam Forum terkait  dengan program masing-masing SKPD. Setelah itu, untuk mendapatkan persetujuan anggaran, usulan dilanjutkan ke  BAPPEDA dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Hasil Musrenbang di tingkat Forum SKPD harus memenuhi kriteria dan telah menjadi skala  prioritas, sehingga dimasukkan ke Pagu Anggaran oleh BAPPEDA.  Berikut ini terdapat empat kategori usulan (proposal) yang dianggap memenuhi kriteria, (Hasil wawancara dengan Kasi Bidang Kesra, Sekretariat Daerah, Kota Tangsel,  5 Oktober 2015), yaitu : 
1. F1, yaitu  usulan yang telah memenuhi kriteria dan dianggap telah  masuk dalam skala prioritas sehingga pasti akan ditindaklanjuti.
2. F2, yaitu usulan yang memenuhi kriteria, tetapi dianggap masuk skala  prioritas kedua , sehingga dapat ditindaklanjuti tetapi nanti setelah diusulkan dalam Anggaran Tambahan. 
3. F3, yaitu usulan yang memenuhi kriteria tetapi belum dianggap masuk skala prioritas.
4. F4, yaitu usulan –usulan yang telah memenuhi kriteria tetapi akan diusulkan ke Kementerian bidang teknis, karena dianggap Pemda belum mampu menangani  pekerjaan tersebut. 

Meskipun telah memenuhi kategori dengan kriteria yang telah ditentukan, tetap harus diikuti /dipantau  terus (Hasil wawancara dengan Kasi Bidang Kesra, Sekretariat Daerah, Kota Tangsel,  5 Oktober 2015 dan Kasi Kesra, Bappeda Kota Tangsel, 18 Oktober 2015). Apabila tidak dilakukan pemantauan, usulan tersebut dapat terhenti  di tengah jalan atau berpindah lokasi. Hal ini berarti usulan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau gagal. Kegagalan tersebut dapat disebabkan: 

Keterbatasan Pagu Anggaran 
Setelah Musrenbang, setiap SKPD  harus membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran). Pembuatan ini ada asistensinya, sehingga memudahkan untuk pembuatannya dan disesuaikan dengan tujuan yang telah digariskan. Dalam RKA, apabila anggaran yang disediakan terbatas, maka usulan yang masuk  dapat dibatasi. 
Dari hasil wawancara, dijelaskan bahwa usulan pada Musrenbang tahun 2015, tampaknya dikabulkan oleh Pemerintah Kota Tangsel (Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Pamulang, 7 Agustus 2015). Hal ini untuk mendapat simpati masyarakat karena bertepatan dengan Pilkada tahun 2015. Dalam Pilkada ini, Walikota Tangsel Airin Rahmi mencalonkan  diri untuk kedua kalinya, sehingga APBD yang diajukan Pemkot Tangsel, jumlahnya paling besar di seluruh Indonesia dan sangat sulit mendapat persetujuan dewan (DPRD) (Hasil wawancara dengan Kasi Kesra Kantor Sekretariat Kota Tangsel, 5 Oktober 2015). 
  
1) Tidak ada pengawalan dari pengusul
Apabila pengawalan tidak ada, berarti kontrol dari masyarakat rendah, sehingga diabaikan oleh SKPD terkait. 

2) Kepentingan Anggota DPRD.
Usulan masyarakat dalam Musrenbang dapat berubah lokasi. Perubahan lokasi ini  terjadi, apabila  anggota Dewan reses, kemudian turun ke daerah pemilihan, sehingga meminta agar lokasi dipindahkan.  Artinya, anggota dewan dapat mempengaruhi hasil Musrenbang. 

c). Pasca Pelaksanaan 
Setelah  usulan (proposal) diterima dan dianggarkan oleh Bappeda dan dibahas dalam APBD bersama DPRD, maka akan dikembalikan  eksekusinya kepada masing-masing SKPD yang terkait dengan usulan tersebut. 
Pada saat eksekusi (realisasi), SKPD melimpahkan kepada para kontraktor (pihak ketiga) untuk pelaksanaannya dan tidak ada koordinasi dengan pihak Kecamatan. Artinya, pasca Musrenbang,  realisasinya  tidak lagi menjadi tanggunjawab Kecamatan, telah  menjadi bagian dari tugas masing-masing SKPD. 
  
d). Hambatan: 
Terdapat faktor hambatan dan dukungannya, yaitu : 
1). Pagu terbatas, sedangkan usulan banyak yang masuk.
2). Skala prioritas, sulit ditentukan, karena banyak usulan yang diperlukan oleh masyarakat.
3). Masyarakat pesimis, karena menganggap bahwa seolah-olah usulan (proposal) yang masuk ke  Musrenbang, hanya formalitas belaka. Belum tentu diterima (direalisir),  mengingat terlalu banyak yang proposal yang diusulkan, sedangkan anggarannya terbatas. 
4). Usulan yang diajukan dapat berpindah lokasi, karena faktor kepentingan para Dewan . 

e). Pendukungnya
Selain faktor hambatan, berikut ini faktor pendukungnya, yaitu antara lain : 
1) Masyarakat sekarang  cukup cerdas, sehingga mereka dapat terus memantau proposal yang diusulkan. 
2) Animo masyarakat  tinggi, sehingga   banyak direspon  masyarakat.  

1. Implementasi Musrenbang Kecamatan Pamulang Perspektif Effective Governance .
Perspektif  effective Governance digunakan tiga aspek, yaitu Kinerja, Akuntabilitas dan Partisipasi. 

a).  Perspektif Kinerja
Dari tingkat keberhasilan realisasi usulan, Musrenbang Kecamatan Pamulang dapat  dikatakan cukup, karena dari 30 usulan Kelurahan, 60 % telah direalisasikan.  Keberhasilan tersebut bukan atas hasil kinerja kecamatan semata, karena pihak kecamatan  tidak terlalu antusias memantau hingga berhasil. Justru pihak kelurahan yang lebih bersemangat melakukan pemantauan, karena program usulan tersebut berada di wilayah  kelurahan langsung. 
Namun dari sisi pengukuran kinerja, yang dikemukakan Callahan (2007), tampaknya Pemkot Tangsel belum memiliki perencanaan strategis, sebagai rujukan standar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil Musrenbang dapat berpindah-pindah lokasi dan gagal. Dengan demikian effective governance akan sulit diwujudkan.  Sebaliknya jika pengukuran kinerja didasarkan pada rencana strategis sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja, maka akan terarah kebijakan, ukuran dan standar yang jelas bagi pemerintah kota Tangsel, karena kinerja lebih berorientasi pada hasil yang konkrit dan terukur, sebagaimana yang diharapkan dalam salah satu konsep Neo Weberian State (NWS), yaitu  results orientation.

b).  Perspektif Akuntabilitas 
Akuntabilitas publik Kecamatan Pamulang sangat rendah pasca Musrenbang. Hal ini disebabkan karena :
1). Tidak ada koordinasi dengan pihak Kecamatan, ketika direalisasikan.
2). Ada intervensi anggota dewan (DPRD)
3). Belum tentu dimasukkan dalam Pagu Anggaran, karena anggaran terbatas.

Akuntabilitas ini berkaitan dengan sifat pesimis dari aparat kecamatan yang menganggap bahwa Musrenbang hanya formalitas, usulan-usulan yang masuk belum tentu direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, usulan-usulan tersebut sulit dipantau, karena sewaktu-waktu dapat berpindah lokasi, tidak sesuai dengan usulan. Hal ini dikarenakan intervensi dari anggota dewan (politisi). Realisasi usulan tidak ada koordinasi dengan kecamatan dan hasil Musrenbang dianggap menjadi tugas masing-masing SKPD. 
Dari sisi akuntabilitas publik menurut Callahan, diperlukan regulasi yang tegas dan jelas serta koordinasi yang kuat, sehingga secara operasional terdapat akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting dari sisi akuntabilitas birokrasi (Callahan, 2007) yang menekan kontrol kendali diperoleh melalui peraturan dan regulasi yang tegas dan jelas. Akuntabilitas inilah menjadi kata kunci yang diperlukan dalam mewujudkan Musrenbang yang baik, sehingga Effective governance   tercapai. 
Akuntabilitas yang baik dapat terjadi apabila peraturan dan prosedur koordinasi Pemda Kota Tangsel  jelas dan mudah dipahami, serta memiliki rencana yang ditetapkan secara formal, sehingga mengikat semua unit kerja, terdapat wewenang hierarki yang jelas dalam alur perintah serta komite pengambil keputusan bertanggungjawab dan mampu melakukan kontrol, maka kualitas kerjasama di antara unit-unit dalam Pemda Kota Tangsel akan tercapai  dan berhasil mencapai tujuan.

c). Perspektif Partisipasi 
Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa animo masyarakat tinggi, karena tingkat kepeduliannya juga tinggi, sehingga  proses  pembangunan yang dilakukan pemerintah , khusunya di daerah, banyak mendapat respon dari masyarakat.  Masyarakat juga cerdas dan antusias untuk melakukan pemantauan atau pengawalan terhadap proposal yang diusulkan.  Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Pamulang cukup bagus.   
Partisipasi publik seharusnya berjalan secara setara antara pelaku kebijakan dan masyarakat, karena pelaku kebijakan memiliki tanggung jawab kepada para pemilihnya dengan memberikan akuntabilitas yang terbaik. Model partisipasi publik yang ideal harus diberikan Pemda Kota Tangsel kepada masyarakat, yaitu model di mana   Penduduk sebagai Pemilih – Administrator sebagai Implementor (Callahan, 2007). Model ini menggambarkan sebuah demokrasi perwakilan dimana administrator dipilih sebagai pejabat oleh masyarakat untuk mewakili kepentingannya dan  administrator diberi tanggungjawab untuk menjadi implementator kebijakan publik. 
Dengan memastikan komponen pengukuran kinerja, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan Musrenbang, maka seluruh aparat Pemkot Tangsel akan bekerja pada tujuan yang sama, dan mampu menyesuaikan arah organisasi dalam pelaksanaan Musrenbang, baik di Tingkat Kelurahan sampai ke Tingkat Kota.  
Pelaksanaan Musrenbang seringkali lebih sulit diukur karena tidak memiliki standar operasional kinerja maupun regulasi, sehingga tidak ada dasar dalam penentuan ukuran kinerja dan akuntabilitas publik. Oleh karenanya diperlukan regulasi yang kuat sehingga kinerja dapat terukur dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga tata kelola pemerintahan efektif akan tercapai

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 
Dari tingkat keberhasilan realisasi usulan, Musrenbang Kecamatan Pamulang dapat  dikatakan cukup, karena dari 30 usulan Kelurahan, 60 % telah direalisasikan.   Namun dari sisi pengukuran kinerja, Pemkot Tangsel belum memiliki perencanaan strategis, sebagai rujukan standar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil Musrenbang dapat berpindah-pindah lokasi dan gagal. Dengan demikian effective governance a sulit diwujudkan.  Pelaksanaan Musrenbang seringkali lebih sulit diukur karena tidak memiliki standar operasional kinerja maupun regulasi, sehingga tidak ada dasar dalam penentuan ukuran kinerja dan akuntabilitas publik.
	
Saran
Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan:
a) Dalam pelaksanaan dan realisasi hasil Musrenbang, harus lebih terukur dari sisi kinerja. 
b) Diperlukan regulasi yang tegas, jelas dan koordinasi yang kuat. Regulasi dan koordinasi harus dirancang baik dan diimplementasikan, sehingga memiliki pengaruh terhadap perilaku dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).
c) Pelibatan partisipasi publik, harus diartikan sebagai suatu hubungan yang  setara antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pelaku kebijakan dapat memberikan pelayanan kepada publik sesuai visi dan misi dan dapat  menjaga sikap nepotisme yang berlebihan.
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